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PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kebijakan
yang tidak sesuai lagi dengan asumsi kebijakan umum APBD,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,
antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
oleh karenanya, maka perlu dilakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

11 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

12 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;



13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) , sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah ,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) , sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209) ;



29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219) ;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272) ;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) ;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah , sebagaimana telah beberapakali
diubah , terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5655) ;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) ;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah , Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapakali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;

42 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) ;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran Dalam
APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan , Penyaluran , dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1744) ;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa
kali , terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 768) ;



Menetapkan

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat ( Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.) ;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2015 Nomor 10, Seri A.4) .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
semula berjumlah Rp 3.425.816.922.866,00 bertambah
sejumlah Rp 364.651.141.922 ,00 sehingga menjadi
Rp 3.790.468.064.788,00 dengan rineian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. Semula Rp 3.297.260.813.830,00
b. Bertambah / (Berkurang) Rp 104.221.313.718,00
Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan Rp 3.401.482.127.548,00

2. Belanja :
a. Semula Rp 3.397.416.349.554 ,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 348.062.494.922,00

Rp 3.745.478.844.476,00
Surplus / ( Defisit) setelah
Perubahan

Rp (343.996.716.928,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan :

- Semula Rp 128.556. 109.036,00
- Bertambah/ (Berkurang) Rp 260.429.828.204,00

Jumlah Penerimaan Rp 388.985.937.240,00
Pembiavaan Setelah
Perubahan



b. Pengeluaran :
- Semula Rp 28.400.573.312,00
- Bertambah / (Berkurang) Rp 16.588.647.000,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Setelah
Perubahan

Rp 44.989.220.312,00

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan Rp 343.996.716.928,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Setelah
Perubahan

Rp 0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 462.956.910.179,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 32.769.400.527,00

Jumlah Pendapatan Asli
Daerah Setelah perubahan

Rp 495.726.310.706,00

b. Dana perimbangan
1 ) Semula Rp 1.848.874.195.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 368.603.258.200,00

Jumlah dana
perimbangan setelah
perubahan

Rp 2.217.477.453.200,00

c. Lain-lain pendapatan yang sah
1) Semula Rp 985.429.708.651,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp (297.151.345.009,00)

Jumlah lain-lain
pendapatan yang sah
Setelah Perubahan

Rp 688.278.363.642,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2 )
huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp 144.630.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 370.000.000,00

Jumlah pajak daerah
setelah perubahan

Rp 145.000.000.000,00

b. Retribusi daerah
1) Semula Rp 35.139.056.479,00
2) Bertambah / fBerkurang) Rp 6.954.767.527,00

Jumlah retribusi daerah Rp 42.093.824.006,00
setelah perubahan



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp 5.996.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) -

Jumlah hasil pengelolaan Rp 5.996.000.000,00
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp 277.191.853.700,00
2) Bertambah/ (Berkurang) _Rp 25.444.633.000,00

Jumlah lain-lain Rp 302.636.486.700,00
pendapatan daerah
setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2)
huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Dana bagi hasil

1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

b. Dana alokasi umum
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan

c. Dana alokasi khusus
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah dana alokasi
khusus setelah perubahan

Rp
Rp

91.351.673.000,00
(4.038.510.000,00)

Rp 87.313.163.000,00

Rp
Rp

1.521.877.112.000,00

Rp 1.521.877.112.000,00

Rp
Rp

235.645.410.000,00
372.641.768.200,00

Rp 608.287.178.200,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (2) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Hibah

1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan

b. Dana darurat
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah dana darurat
setelah perubahan

c. Dana bagi hasil pajak
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah dana bagi hasil
pajak setelah perubahan

Rp
Rp 16.588.647.000,00
Rp 16.588.647.000,00

Rp -
Rp -

Rp 0,00

Rp 244.817.945.651,00
Rp 1.702.172.366,00
Rp 246.520.118.017,00



d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1) Semula Rp 740.611.763.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp (458.062.564.000,00)

Jumlah dana penyesuaian Rp 282.549.199.000,00
dan otonomi khusus
setelah perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya
1) Semula Rp
2) Bertambah/ (Berkurang) _Rp 142.620.399.625,00

Jumlah bantuan Rp 142.620.399.625,00
keuangan dari provinsi
atau dari pemerintah
daerah lainnya setelah
perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja tidak
langsung setelah
perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah belanja langsung
setelah perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 1.686.923.167.198,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp (41.410.862.480,00)

Jumlah belanja pegawai Rp 1.645.512.304.718,00
setelah perubahan

b. Belanja Bunga
1) Semula Rp -

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah belanja bunga Rp 0,00
setelah perubahan

c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp -
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah belanja subsidi Rp 0,00
setelah perubahan

Rp 2.165.859.726.637,00
Rp 25.994.281.387,20
Rp 2.191.854.008.024,20

Rp 1.231.556.622.917,00
Rp 322.068.213.534,80
Rp 1.553.624.836.451,80



(3)

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp 4.257.600.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 9.630.400.000,00

Jumlah belanja hibah
setelah perubahan

Rp 13.888.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 4.874.954.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp (600.428.000,00)

Jumlah belanja bantuan
sosial setelah perubahan

Rp 4.274.526.000,00

f. Belanja Bagi Hasil
1) Semula Rp 17.976.905.675,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 732.476.775,00

Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan

Rp 18.709.382.450,00

g. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp 446.626.473.883,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah
perubahan

Rp 446.626.473.883,00

h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp 5.200.625.881,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 57.642.695.092,20

Jumlah belanja tidak
terduga setelah
perubahan

Rp 62.843.320.973,20

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 145.879.556.950,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 26.497.375.800,00

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan

Rp 172.376.932.750,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp 566.633.397.681,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 131.388.663.208,80

Jumlah belanja barang
dan jasa setelah
perubahan

Rp 698.022.060.889,80

c. Belanja Modal
1) Semula Rp 519.043.668.286,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 164.182.174.526,00

Jumlah belanja modal
setelah perubahan

Rp 683.225.842.812,00



Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)
1) Semula Rp 128.556.109.036,00
2) Bertambah/ (Berkurang) j^p 260.429.828.204,00

Jumlah SiLPA setelah Rp 388.985.937.240,00
perubahan

b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah pencairan dana
cadangan setelah

Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah penjualan hasil
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan

Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula Rp
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan Rp 0,00
pinjaman daerah setelah
perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1) Semula Rp
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp

Jumlah penerimaan Rp
kembali pemberian
pinjaman setelah
perubahan

0,00

Rp 128.556.109.036,00
Rp 260.429.828.204,00
Rp 388.985.937.240,00

Rp 28.400.573.312,00
Rp 16.588.647.000,00
Rp 44.989.220.312,00



f. Penerimaan piutang daerah
1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan
pinjaman daerah setelah
perubahan

Rp 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp 20.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah pembentukan
dana cadangan setelah
perubahan

Rp 20.000.000.000,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Rp
Rp

6.600.000.000,00
16.588.647.000,00

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah
daerah setelah perubahan

Rp 23.188.647.000,00

c. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp 1.800.573.312,00
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp -

Jumlah pembayaran
pokok utang setelah
perubahan

Rp 1.800.573.312,00

d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)

Rp
Rp

-

Jumlah pemberian Rp 0,00
pinjaman daerah setelah
perubahan

Pasal 5

( 1 ) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

dan/atau
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagimana
dimaksud pada ayat (3) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, yang terdiri dari :

1 . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran

4. Lampiran

5. Lampiran

6. Lampiran

7. Lampiran

8. Lampiran

III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan;

V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Daerah;

VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Golongan
dan Per Jabatan;

VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

IX Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon .

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Nepemtysr ^oi6n ^^EKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON^,/

HJYAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI A .2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon .

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2Q N« peniber 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI A .2
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